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PENGEMBALIAN ASET NEGARA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
KORUPSI MENURUT KONVENS] PBB ANTI KORUPSI 2003 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Dane] Aditia 5, BP 04140124, PR HI, Fakeltas Hokum, 67 Halaman 2009)

ABSTRAK

Korupst mesupakan permasalaban global yang terjadi hampir di semua negara di dunm beik
di nesare maju maupun negarn berkembang. Sziring dengan kemajean zaman, tindak pidana
korupst jugs megpgalami kemajuan, Dimena pelaku tindak pidane kKorupsi dan aset yang
diperolen dari tinddak pidana korupsi baik secara langseng maupun tidak lengsung dapac destgan
mudzh mehintest batas feritorial suatu negara. Penjatuhan pidana dianggap bubkan lagi langkali
vang efektit dalam pencepahan dan pemberanczzan indak pidana korupsi. Maka dari i
mesyarekot intemmasional merzsa perlu untuk membuat sualy pengaturan secara global yvang
khusos mengenar masalah konpsi. Konvensi PEE Ancl korupsi merupakan konvensi pertama
wang mengatur masalah korupai secara khoasus, Dalam konvensi ini terdapat pengaturan tentang
pengembalian  aset Penpembalian asel merupakan resin band dalam peocegaban dan
pemberantazan tindak pidana kompsi, Dan beberapa uraian diatas, nmka penulss lertarik
rmengambil judol “Pengembalion Aset Megara Yang Diperoleh Dari Masil Korupsi Menurut
Konvensi PBB Apti Eorupsi 2003 Dan [mplementasiova I Indonesia®. Oleb karersa i ada
beherapa permasalaban yang menank untek dibahas yai Pengembalian Aset Mzgar Yang
Diperoleh Dar Husil Korupsi Menormt Konvenst PBE . Anti Komupsi 2003 Dan
Implementasinva Di Indonesia dan Kegjasama inlernasional wiang  dilzkukan  pemerinteh
Indonesia dengan negara lain dabom mengembabikan oz2t pegars vang diperolzh dari hasil
korepst. Metode pendekatan masalah vang dipergunakan dalem penelitian yang difakukan
adalal yuridis sosiologis, denzan fujuan uniuk mebhat den mengkaji baraimanz hukum dan
persturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaonnva di lapangan sehubungan
denean ohick vang ditclitt. Penelitian ini bersifat deshriptif yaitu penctilian yang weudboriben
mengenii objek vang diteliti, datam hal ini mengenai pengembatian aset negara vang diperaleh
dari hasil korupsi menwrut konveansi PBB anti korpsi. Berdasarken penclitian yang dilekukan
dapat diketabui bahwa pengemizalian aset negare yang diperoleh dard hasil korepsi di Indonesia
hasilnyis belwm maksimal. Hekum nasional yang ada di Indonesia belum depa: mengakomadic
ketentuan mengenai pengembalian aset. Upaya pengembalian aset hanyve terbatas pada perkara
Loaruosi hanva sebalas penjaiuhan pang pergoznti vang besamya tidak serzgam kerena ddak ada
Letentuen vane jelas, Besar aser hasil korupsi vang dikembelikan masih belum sebanding
denpan kerugian negarm viog ditimbulkan. Alternatif pengembalian aser yang ditawarkan dalam
Lonvens! PBB anti korupsd meorupakan harapan bare dalam pongeminalien aset. Uniek iu masil
diperiukan peryempumzan bukum nasional Indoncsiz, agar sesuai dengan ketentean-keteniuan
yang terdapat dalam konvensi anii korupsi



BALI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Korupsi secara umum dapat didefenisikan sehagai tindakan merampas asel nogara,
vang menyebabkan negsra kehilangan kemampuan unfuk melaksanakan kewsjiban dan
langeung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnyva, ' Scdangkan menurur perspektif
hukum nasiosal, tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuztan memperkaya diel sendiri atau  korporasi vang  dapat
merueikan keuanpan negara atau perekonomian negara-:

Korupsi adalab salab satu penyakit masyarskat yang sama dengan jenis keéjahatan lain
seperti pencurian vang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di alas bumi ini. Dalam
kenvarzan schari-hari korupsi terjadi hampic di setiap tingkatan dan aspek kehidupan
masyarakat, baik di kalangen masyarakat umum, pejabat pemerintahan bahkan aparat
penepak hukum. Korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh
masvarakal umuem. Mizsalnya pemberian sgjumlah vang atau barang kepada atasan,
memberikan vang kepada pejabat demi kepentingan pribadi dan [ain-lzin.

Masalah utama meningkatnya korupsi itw adalah seinngnye dengan kemajuan
Lermakmuran dan teknolesi. Dewasa int para pelaku tindak pidanz korupsi telah
memanfzatkan celah—celzh hukuem vang terdapat dalam sistern perundang-undangan

vang mengatur tindak pidans korupsi. Misalnya deogan menyimpan aset atau harta

' Terobosan UNCAT dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjosama [nternasional,

s hukumonline.com

- Pasml 2 Undang-undang nomor 31 tabum 1599 yor Undang-undang nomor 20 tahun 20481 tentang
sernberantazan Tindok Pidana Borupsi



kekayaan yang diperoteh dari hasil tindak pidana korupsi di bank—bank pada negara lain.
Ada kecenderungan bahwa tindak pidana korupsi ini mengalami pergeseran dari
kejahatan nasional menjadi kejahatan transnasional dimana pelaku dan aset ateu harta
kekavaan vang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi melintasi batas teritorial swatu
TIEErETal.

Disamping merupakan prilaku kejsbatan vang sulit untuk dilanggulangi, tindak
pidans korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang
menyangkul hek asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral
bangsa. Bahkss ada pengalaman vang memperlihatkan bahwa ssmakin  maju
pembangunan suaig bangsa semakin meningkat pula kebutuban dan mendorong orang
untuk melakokan I-;.r:nmp:-'.i.:' Demikiantah reafitasnya, Raja Sihanouk dari Kamboja permah
berkata, bahwa dia akan beruszha meningkatkan pembangunan Jdi negaranya, walaupun
dengan konsekuensi akan meningkatkan pula korupsi.®

Dhewasa ini praktik korupsi telah lehih sistematis dan meluas schingga dianggap
sebapal pelanpparan terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas. Korupsi
tidak dapat dizngeap sebagcai kejahatan biasa melainkan dipandang sebagai kejahatan luar
biasa {exfrgordingry crime), sehingga upava pemberantasannya fidak lagi  dapat
dilakukan secara biasa tapi diluntul dengan cara-cara yang luar biasa, karena dampak
vang ditimbulkan tidak banya menyanghkut kerugian perekonomian negara, tetapl jaub

lehih besar lagi korapsi dapat menghambat pembangunan nasional vang menyebabkan

; benvataan empiris di Indonesia dengan perumbuban ckonomi meacapal 7 (jul) persen setalun, korupsi

semakin meningkat semakin hari semakin mengkhawstickan. Korupsi yang semakin mefuas dan meningkat
e akhirnya membawa bencana krisis moneler vang sangat hastiba vang selnjutnya perekonomian makyat
Indonesia terpuruk sampai 3 (uges) kali lipar dan keadaan sebelumnya Hamzal, A, Perbandingan
sermberantasan kompsi df berbapad Megars, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Hal [

" Hamirzh, A, Perbandingan pemberantasan kompsi di berbagnd Negare, oposit, Hal §



meningkamya anpka kemiskinan absofur, mendelegitimasi kepatuhan pada hukum dan
pemerintzhan, bahkan telah rnung_haun:urkan_smsim' dan stman copital vang ada.

Berbagai upava hukum dalam menangani masalab korupsi tzlah dilakukan. Di tingkat
nasional Pemerntah [ndongsia sendini telab memiliki sejumlah peraturan perundang-
undangan vang mengatur secara khusus masafah korupsi. Antara lain Peraturan Penguasa
Pereng Pusat Kepala Stalt Angkatan Darat Pri/Perpu/C 13/1938, Undang-undang Nomor
24 (Prp) tabun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,Undang-undang
Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana kerupsiUndang-undang
Momor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Mamun berbagai perangkat hukum tersebut tidak dapat secara efektif memberantas
masalah korupsi. Hal ini dapat dilihat dari dals Peliticel Ecomomic and  fisk
Comsulioney, pada tzhun 2003 Indencsiz menempatl undan perfama sehagar negam
terkorup di Asia, Dilihat dari sisi hukum adz 2 (dua) masalah besar, vaitu menyanghut
procduk hukum dan masalah penegakan hukum.”

Mengingat korupsi merupakan permasalahan global dan hampir tegjadi di seluruh
dunia, maks diperlukan kerjasama internasional dalam menangani masalah korupsi. Pada
akhir abad dua pulub muncul berbagai macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia
menvangkut masalah korupsi. Ada konvensi pemberantasan korupsi antar negara-negara
amerika (Ifer-dmerican Comvention Against Corruption), konvensi untuk memerangi
korupsi yang melibatkan pejabal negara-negara Uni Eropa {The Comvention on The Fight

Apaing Corrupiion fevolving Qfficialy of The Ewropean Communites), konvensi untuk

" Laporan kegiatan Konsultasi dan Publik BAN_PE dan FGD Penyusunan BAN-PE Proginst Papua | 7-18
Ohcober 20045

* Triandayani, Lk Myoman Drowd, Budaya Korupsi ala Indonesia, Pusat Stedi Peagembangan Kawasan,
20632 Hal 1-2




memberantas penyuapan bapi pejabat publid asing dalam transaksi hisnis intemasional
{The Convention an Conthating :'?rr:'hffrj: af Foregivn Public Officialy in Internarional
Bussines Transactions), Konvensi hukom pidana mengenai korupsi (The Criminal Law
Convention on Corruption), konvensi hukam sipil mengenai korupsi (The Civil Law
Comvention on Correption), kenvensi Unt Afriks untuk mencegah dan memberantas
korupsi {The African Union Comeention on Preventing and Combating Corruption), dan
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan terorganisasi transnasional
{ The United Convertion Against Transnationa! Organized Crime).

Permasalahan korupsi ind mendepat perhatian khosus dani Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini prihatin atas keseriusan masalah dan
ancaman vang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat
vang merusak lembaga-lembapa dan nilai-nilai demokeasi, nilai etika dan nilai keadilan
seria mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melihat bahwa masalabh  korupsi tdak  lag
merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena intermasional vang mempengaruhi
seluruh masyarakar dan ekonomi, yanp menjadikan kerjasama internasional untuk
mencegah dan mengendalikannya sangat penting, bahwa suatu pendekatan yang
womprehensif dan multidisipliner sangat diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan
korupsi secara etektif.

Dunia internasional menyadan bahwa diperlukan wpaya global untuk menangani
pelakn korupsi dan hast! korupsi yang dilakukan oleh individu mavpun korporasi. Atas

niziatif bersama antara Badan Perserikatan Bangsa-Banpsa untuk urusam obat-obat

" Hamemah A, Pemberantazan Kompst melalui Hidoom Pidans Wesioral dan [ntemasional, edisi revisi 3, PT.
2aja Grafindo Persada, Jakare, 2007, Hal 245-246



BARTV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

I

b

Dalam pengembalian zset negara yang diperoleh dard basil korupsi menunu
Konvens: Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi terdapal 3 (tiga) altematif
vang dapat diterppuh, antara lain Mutwal Legal Assitance (Bantuan Hukum
timbal balik dalam masalah pidana), il Litigation (Litigasi PPerdata) dan
Nan comviction based  forfeiture! fnvem foerfeimeee (Perampasan tanpa
putusan pidana) Mengenai implementasi pengembalian aser nesam yang
diperoleh dan hasil kerupsi menuret Konvensi Perserikatan Bangsa-Dangsa
Anti Korupsi di Indonesta ditandai dengan perubahan aturan hekem (legal
reforms) dan perubzhan instutisional (imsfetisionel reforms) dalam rangka
mengadopsi  ketentuan-ketentuan baru  vang  terdapat  dalam  Ronvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, seperli procecds of crime,
kriminalisasi korupsi oleh sekior swasta, asset recovery, nan-conviction baved

confiscation, civil litigaiion.

Kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negars
lain dalarm mengembalikon aset negara yang diperolch dari hasi! korepsi
dilakukan dalam bentuk Mutwal Legal dsyivance dzlam bentuk perjanjian baik,

bilateral mavpun regional.

i
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